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PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
MOMOR 3 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-

.

KABUPATEN JEPARA,

DEMGAM RAHMAT TUHAM YANG MAHA ESA
DUPATI JEPARA

. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Homor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten
Dacrah Tingkat 1l Jepara Momor 2 Tahun 1997 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakll Ketua dan Anggota Dewan
perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Daerah Tingkatll lepara
sudah tidak sesual lagf,

batwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perly membentuk Peraturan Daerah tentang

Kedudukan Keuangan Deowan perwakilan Rakyat Daeral
Kabupaten Jepara :

. Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-undang Homar 4 tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{(Lembaran Hegara Tahun 1999 HNomor 24, Tambahan
Lembaran Hegara Homeor 3811}

. Undang-Undang Homer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Megara Tahun 1999 Nomaor 60, Tambahan
Lembaran Megara Momor 3839) ;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran

Hegara Tahun 1999 Homor 72, Tambahan Lembaran Hegara
Homor 3848);

 peraturan Pemerintall Momor 9 Tahun 1980 tentang Hak

leuanganf Administrasi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah
dan Bekas Kepala dasrahfBekas Wakll Kepala Daerah serta
Janda/Dudanya (Lembaran Megara Tahun 1980 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Hegara Homaor 3160} sebagalmana tetah
beherapa kall diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Hamor 59 Tahun 2000 (1 embaran Megara Momor 121}

Peraturan Pemerintah Homor 23 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom [Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Megara Nomaor 3932)



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momaor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Fertanggungiawaban Keuangan
Daerah {Lembaran Megara Tahun 2000 Homor 202, Tambahan

Lembaran Megara Momar 4022

B. Peraturan Pemerintah Momor 108 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2000 Momar 209, Tambahan Lembaran negara Momar

4027) :

9. Peraturan Pemerintah MNomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waldl Kepala Daerah
[ Lembaran Megara Talum 2000 Momor 210, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4028) ;

10. Peraturan Pemerintah Haomaor 110 Tahun 2000 ten

Kedudukan Kevangan Dewan Perwakilan
{Lembaran MNegara Talum 2000 Nomor

Lembaran Megara Momar 40297

tang
Rakyat Daerah
Z11, Tambahan

1. Peraturan Menteri Dalam Negerl Homor 11 Tahun 1975
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksaraan
Tata Usaha Keuangan Dasrah dan Pemyusunan Perhitungan

APBD;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Makyat Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSK AR

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG KEDUDUKAM
KEUANGAN DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah fni yang dimaksud dengan ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnys disebut DPRD adalah Bad

Daerak Kabupaten Jepara,
Plmpinan DPRD adatah Ketua dan Wa ki-waldl Ketua.

Arggota DPRD adalah Anggota DRRD Kabupaten lepara.

- Bupatl adalah Bupat! Jepara,

- Sekretariat OPRD adalah Sekretariat DPRD Habupaten Jepara.

an Legislatif



6. S=kretaris DPRD adalah Sckretaris DPRD Kabupaten fepara.

7. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sehubungan dengan kedudukannya sebagal Pimpinan dan Anggota DPRD.

B, Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam

menghadiri dan mengllati rapat-rapat yang terdirt dari uang transport lokal dan uang
makan,

9. Tunjangan Jabatan adalah uang vang direrilban hepada Pimpinan OPRD karena
kedudubaniya sebagai Ketua dan walkil Kotua DERD.,

10. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukaniya sebagal Ketua, Walkil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi,

1. Tunfangan MFanitia adalah Tunjangan yang dibarilan kepada Anggota DPRDsehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia,

12, Blaya Penunjeng Keglatan adalah blaya vang disedialan untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan wewenang DFRD, '

13. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang bertaku.

14. Tunfangan Perbaikan Penghasilan adalah uani yvang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
DA 1
KEUANGAM PIMPIMAY DAN AHGOOTA

Baglan Pertama
Fenghasilan Tetap

Pasal 7

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdir] dar

i

Uang Representasi;

Uang Paket;

Tunjangan Jabatan:

Tunjangan Komisk:

Tunjangan Khusus;

Tumjangan Perbaikan Penghasilan,

L]
r
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Pazal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasl,

(2} Besarnya Uang Representast bagi Ketua DPRD adalah 60 % (Enam pulub perseratus) dari
ga]i pokok Bupati,

{3) Besarnya Uang Repres=ntasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 00 % {Sembilan puluh
perseratus} darl vang Representasi Ketua DPRD.

(1) Besarnya Uang Representast Anggota DPRD adalah 80 % (Delapan puluh perseratus) dari
uang Representasi Kolua DPRD.



(3) Selain Uang Representasi, kepada Fimpinan dan Anggota BPRD diberlkan Tunjangan
Keluarga dan Tunjangan Reras.

(6} Tunjangan sebagaimana dimaksud datam ayat (5} besarnya sama dengan ketentuan yang
berlaku bag! Pegawal Megerd Sipil.

Pazai 4
{1) Pimpinan dan Aggota DPRD diberiian Ua ng Paket,

(2) Besarnya uang paket sehagalmana dimaksud data mayat (1) adalah 25 % {Dua puluh Hma
perseratus) darl uang Representas! yang bersanglkutan,

Pasal 5
{1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunfangan Jabatan.
(2) Besarnya Tupjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50 % (Lima
pulub perseratus) darl uang Representasi yang bersanghutan,
Pasal &

{1} Bagl Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagal Ketua, Wakil Ketua, Sekretarls dan
Anggata Komisi diberfkan Tunjangan Komist.

(2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dalam ayat (1) sebagail berikut ;

2. Rewsm, adalah sebesar 20 % (dua pulub perseratus) darf Tunjangan Jabatan Ketua

DPRD;
b. Wakil Ketua, adalah sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;
C. Sekretarls, adalah sehesar 1% % {lima belas perseratus) darf Tunjangan Jabatan
" Ketua DPRD;
d. Anggota, adalah scbesar 10 % (sepulub porseratus) darl Tunjangan Jabatan Ketua
DPRI.

Pasal T

FMimpinan dan Anggota OPRD dibarikan Timfangan Khusus.

Pasal 8
Pimplnan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbalkan Penghasilan yang besarnya
sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
Baglan Kedua
Tunjangan Panitia

Paszal g

(1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketuy, Sekretaris dan Anggola
Panltla diberikan Tunjangan Panita.

{2) Besarmya ....



==

{2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud datam ayat (1) sebagal berikut ;

8. Kelua, adalah sebesar 15 % {ima belos perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

b. Wakil Ketua, adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dar Tunjangan Jabatan Ketua
GPRO,

. Sehretarls, adalah sebesar 10 % {sepuluh perseratus) darl Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

d. Anggota, adalah sebesar 5 % [ima perseratus) darl Tunfangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesefahteraan

Pasal 10

{13 Untuk pemetiharaan kesehatan dan pengebatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
ditrerikan Tunjangan Kesehatan,

{2) Tunjangan fesehatan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diberikan dalam bentuk
jaminan asuransi,
Pasal 11 ‘
Apabila Pimpinan atau Angeota DPRD meninggal dunta, kepada abli warls diberikan :
a. Uang duka wafat sehesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia
dalam menjalankan tugas dibertkan uzng duka tewas sobesar 6 {enam] kall Uang

Representasi.
b. Bantuan biaya pengangkutan jenaszah.

Pasxl 12
(1) Keetua DPRD disediakan rumah jabatan besarta Pertengkapannya dan kendaraan dinas.
(2] Wakll-wakit Ketua DPRD disedinkan kendaraan (inas.
(3) Blaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan, dan kendaraan dinas
sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) dan ayat {2} dibebankan pada Anggaran

Fendapatan dan Bedanja Daerah Kabupaten Jepara,

(4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta

perlengkapan dan kencdaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan balk kepada
Pemerintah Daerah.

Pazal 13

Fimpinan dan Anggota DPRD dapat disedfakan pakalan dinas sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

Baglan Keemipat ....
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Bagian Keempat
Biaya Keglatan DPRD

Pa=al 14

{1} Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belania Sekretarfat DPRD disediakan -

L A

Belanja Pegawal;

Belanja Barang;

Blaya Perjalanan Dinas;
Biaya Pemeliharaan;
Btaya Penunjang Kegiatan,

{2} Desarnya blaya penunjang keglatan DPRD ditatapkan berdasarkan Kastikas! Pandapatan
Asll Daceah sebagal berikut :

G A

k.

Sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tingg! sebesar
5k,

Diatas Rp. 2,00 milyar s/d Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling
tinggl sebeszar 4 .

- Dlatas Rp. 5,00 milyar s/d Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling

tinggi sebesar 3 %.

. Diatas Rp. 10,00 milyar s/d Rp. 20,00 milyar pating rendah Rp. 300 juta dan paling

tinggl sebesar 2 %.

Diatas Rp. 20,00 milyar sfd Rp, 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling
tinggl sebesar 1 .

Diatas Rp, 50,00 milyar s/d Bp. 150 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling
tinggl sebesar 0,75 %, '

Dlatas Pp. 150 milyar s/d 500 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan pallng
tinggi 0,50 %,

. Diatas Rp. 500 milyar paling rendal Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi 0,35 %.

BAE
PERGELCLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah inl, Pimpinan DERD dan
Sekretaris DPRD menyusun Rencana Angearan Belanfa DPRD.

Paszal 14

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart
_ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lepara,

Pasal 17

Pemgelolaan hevangan DPRD dilaksanakan cleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban
keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAD 1V ...
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BAB IV
KETENTUAN PEHUTUIP
Pazal 18
Dengan berlakunya Pernturan Daerah inl maka Pernturan Daerak Kabupaten Daerah Tinghkat

N Jepara Homer 2 Tahun 1997 tentang Kedudulan Kevangan Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ¥abupaten Daerah Tingkat It Japara, dimyatakan
tHdak berlaku.

Pasaf 19

Peraturan Daerah Ini mulal berlakit pada tanggal diundangkan dan mempunyal daya laky
surut sampat dengan 1 Januar! 2001,

Agar setlap orang mengetahulnya, memetintabkan pengundangan Paraturan Daeraly ind
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara,

-

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2001

RUPAT! JEPARA

Viikad

S

_énn. SOENARTO /ﬂ

Priundanghkan o Tepara
Pada tnnggal 28 April 2001

STERTTARIS Dy,

Fembina T |
TP 010072015

LEMBARAN DAERAI KADIPATEN JEPARS TAHUN 2001 NOMOR 4



L.

i,

PENTETASAN
ATAS

FPERATURAN DAERAI KADUPATEN JEPARA
NOMOR < TAITUN 2001

TENTANC

KEDUDATE AN KEUANGAN DEWAN FERWAKILAN RAKY AT DAFRAN
EABUTATEN JEPARRA

PENIELAS AN TIhUM

Dewan Perwakilan Rakyal Daetoh mecupakan Lombigra Perwabkilin Raliyal &
Plaeraly, schagai pelakemma fungsi legislaif sepenulinga schagai penjelmaan kedaulatan
rakyat di Daerah dan berkedudukan sejajar sebagni mitea Pemerintah Daerah, oleh karena
itn dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada DERD periu diberikan  hak-liak
keuangan dan administratif yang distr dalam Fedudulkan Kenangan Dewan Permvakilim
Rakyat Dacrah dengan mempertimbangkan kemampuan kevangan daerah dan aspek
keadilan dikaitkan dengan tupas, kewenanpan dan tangpriingiawab dalam melaksanakan

legislasi, pengavasan dan anggaran.

Avag dasar pertitnbangan sebapaiimana tersebut & atas, dipandang perin mengatur
Fedodikan  kesangan Tewan  Perwakilan Raloymt Dacrah Kabupaten Jepara dengan

Poraturan Dacrah.

PEMIELASAN PASAL DEMI PAS AL

Posal 1 14l 5
Pasal 4 ayat {13

Avat (7}
Farsal 9 ayal (1)

ayat (1)
Pasal 10 ayat (13
avat {2}

Pomod 11
Pazal 12 ayat (1)

Avat {2y ed {33
Aoyl (4}

Fasal 13

Cukep julas

Yang dimaksud uang paket dalam ketentuan i adalah
vang yang diberikan setiap bulan hepada Pimpinan dan
Angpota  DPRD  unmk menghadin  capat-rapat  dinas
didalam kota.

Untuk rapal-rapat  dinss  diluar  kots  diberikan bixya
petjalanan dinas sesoai depgan ketentuan yang berdaku di
ITaeral,

ettkun jelas

Pamglia yang dimaksud syat i adalsh Panitis-panitia
schagai alst kelenphapan DPRD yang  dibentuk  dan
disahkan olch rapat Manpuma DIMRD.

Cukup jelas

Cukup jolas.

Taminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan
vamg bedakn bagi Peaawai Negen Sipit golongan IV,

Cukiip jelas,

Rumah  jabatan  dan  kendaraan dinas  dimaksud  tidak
mewah dat disosuaikan dengan kemampuan keuangan
Lracrah,

kg jolas

Pemyeraban yupale jrhatan Veserta perlenphkopinnya dan
kendaraan dinas dilaksanakan paling lambar 1 (satu} bulan
seiciah berakhimya jabatan,

Pakatan dinas dimakswd terditl dardi PSH 2 (idwa) kali
setaln, PSR 1 {satu) kafi setabun dan PSL 1 (satu) kali
Limya takpan,



Pasal 14 ayat {1}

Ayat (1)
Pasal 15
Paszl 14

Pasal 17 5.4 19

2. Yang dimaksud belanja pegawai pada Pasal ind adalah
belanja pegawai Sekeetariat DPRD.

b. Yang dimaksud belania barang adalsh belanja barang
dan jasa yang diperlukan Sckretariat DPRD untuk
menunjang kegatan DERD .

. Yang dimaksud bisya pegalanan dinas adalah biaya
perjalantan dinas Pimploan dan Anggots DPRD dan
sSekretanat DPED.
siaya petjslanan dines Pimpinan dan Anggpta DI'RD
standartnya cizsesuaikan dengan kemampuan kouangan
dacmh dan paling tinggi sama dengan  ketentnan
perjalanan dinas yang betlaku bagl Pegawai Negen
Siptl Golonman TV,

Perjulanan dinas Sehretiiat DPRD discausihon dengan
ketentnam perjalanan dinas Pepawai Neperi Sipdl di
acrah %

d.. Yong dimakswd biaya pemeliharaan rumah jrbatan dan
eepdaraie dinas Fohi dan Wakil Fetwa DPRIY serla
sarana dan prasarana perkantoran Sckretaniat TFRD.

¢ Yang dimaksud biava penunjang kepiatan adalsh wituk
menunjang kepiatan DPRD yang lidak terduga dan
penvediaan femaga ahli serta poningkalan kapasitas
fegislatif,

Cubup jclas
Cukap jelas.
Ketzntan  ini berarti bahwa  pengajuan, pembahasan
usulan Angesran DPRD diberdakukan sama scperti usulan

JAngoaran perangkat dastah Bainnya, Dengan  demikian

laporan  pulsnggunmgowabsn kevangan  DPRD dan
Sehrotariat - PRI termasuk hagian  dari  faporan
pertanggungjawaban  akhir fahwn Dupad dalam rangka
perrveletipwraraan pemerinwahan daerah,

Cukup jelas



